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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANEBATU UTARA
NOMOR : 503/ 02 /DPM-PPTSP/ PAUD DAN PNF /2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LKP.INDAH KARYA GLOBAL SQFT

JALINSUM EMPLAcS'MENT ' AEK PAMIENKE KECAMATAN AEK NATAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEH LABUHANBATU UTARA

:a. Bahwa dalam rangka :Penyelenggafaan Pendidikan NonFormal (PNF)
: dipéﬂukan adanya lembaga yang dapat mengelola pendidikan tersebut ;
b. Bahwa Lembdga Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF) dalam
 menjalankan kegiatannya periu mendapat Izin Penyelcnggaraan

-Penﬂldlkan NonFormal (PNF) ;

e 'Bahwa Penerbitan Izin Penylenggaraan Pendldlkan NonFormal (PNF)
! sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan
degan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pcrlzman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

ol Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 430 1) ;

2 Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara chubhk Indonesia Nomor 4869) ;

3‘,. :Undang~Undar1g Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambaha,n Lembaran Negara Republlk lndonema Nomor 5038] ;

4. Undang Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5787) sebaga;mana telah
beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

&

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentuk_an Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu utara Nomor 89);

Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun
2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan

: NnnPenzman Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lal:!uhanbatu Utara ;

Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman

' _Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nouperimnan Terpadu Satu

13

g

- Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara ;

Kcyutus'an ~ Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-
PPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian
Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Surat Permohonan Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan {LKP)
INDAH KARYA GLOBAL SOFT Jalinsum Emplasment Aek Pamienke

Kec. Aek Natas Nomor : IKGS/074/AP/11/2019 tanggal 19 Februari

2019 tentang permohonan Perpanjangan Izin LKP Komputer ;

Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara,
Nomor : 421.9/103. PAUD dan PNF/2019 pada tanggal 06 Mei 2019

perihal untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional LKP .

Keputusan Ke.palai .D'il.las. Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin
Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)

Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non
Formal (PNF), Kepada :

Nama Lembaga : LKP INDAH KARYA GLOBAL SOFT
Jenis Perizinan : PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
Alamat : JALINSUM EMPLASMENT

AEK PAMIENKE

KECAMATAN AEK NATAS

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

"Penanggung Jawab : JULIUS PARLINDUNGAN, S.KOM

Penyelenggara : JULIUS PARLINDUNGAN, S.KOM



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan Yth.:

Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan NonFormal (PNF)
sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Kesatu, berlaku sejak tanggal 07
Mei 2019 sampai dengan 07 Mei 2021;

: Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal

(PNF), diajukan 3-(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

: Pimpinan lembaga Pendidikan NonFormal (PNF) wajib menyampaikan

laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu Utara;

: Izin sebagaimana _dimaksud"pada Diktum_ Kesatu dapat dicabut oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku dan atau tidak Sesuai Pada Diktum Kesatu.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki
sebagalmana mestmya

_ DIKELUARKAN DI : DAMULI KEBUN

: PADA TANGGAL : 07 MEI 2019
a.n. J . '. s B9 5 ATU UTARA

NAS'RENANAMAN MODAL DAN
PER 'INAN TERPADU SATU PINTU

\§ M.w a'smi. S.Sos
 PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730626 199203 1 002

1. Bupati Labuhanbatu Utara {Scbagal Laporan); . '
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaben Labuhanbatu Utarg;
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